
Kebijakan Bea dan Cukai Menghadapi 

ASEAN Economic Community 2015 

 

Seminar Nasional 

Peluang dan Tantangan Profesi Ekspor dan Impor Dalam 

Menghadapi Asean Economic Community (AEC) 2015 

Jakarta, 22 Maret 2014 

 
1 



2 

Mandat, Visi, dan Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) 

UU No. 10/1995 jo. UU No. 17/2006 

- Memungut bea masuk dan pajak 

dalam rangka impor 

- Memungut bea keluar 

- Mengawasi lalu lintas barang 

impor dan ekspor 

UU No. 11/1995 jo. UU No. 39/2006 

- Memungut cukai atas barang 

dengan sifat dan karakteristik 

tertentu 

- Mengawasi distribusi barang kena 

cukai 

VISI: 

Menjadi administrasi 

kepabeanan dan cukai 

dengan standar internasional 

 

MISI: 

- Mengamankan hak 

keuangan negara 

- Memfasilitasi 

perdagangan 

- Mendukung industri 

- Melindungi masyarakat 
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DJBC telah melakukan berbagai upaya reformasi dalam mengemban 

mandat yang diberikan  

1995 

Reformasi UU 
Kepabeanan 
dan UU Cukai 

2002 

Reformasi 
Kebijakan 
Makro DJBC 

2006 

Percepatan 
Reformasi 
Kebijakan Makro 
DJBC 

Amandemen UU 
Kepabeanan, dan 
Identifikasi 
Permasalahan 
Reformasi yang 
dituangkan dalam 
Cetak Biru Kantor 
Modern 

2007 

Reformasi Birokrasi 
Kemenkeu (Penataan 
Organisasi, 
Penyempurnaan 
Proses Bisnis, 
Peningkatan Disiplin 
dan Manajemen 
SDM) 

Amandemen UU 
Cukai, dan 
Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi 
Kemenkeu di DJBC 
dengan 
pembentukan Kantor 
Modern 

 

Saat ini 

Apakah 

sudah 

cukup? 



Perkembangan ekonomi, perdagangan, dan kerjasama internasional 

menuntut adanya perubahan mindset DJBC 
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MISI 

Dari… Menjadi… 

▪ Kami memfasilitasi perdagangan dan 

industri 

▪ Kami melindungi perbatasan dan 

masyarakat Indonesia dari penyelundupan 

dan perdagangan ilegal 

▪ Kami optimalkan penerimaan negara di 

sektor kepabeanan dan cukai 

VISI 

▪ Mengamankan hak keuangan negara 

▪ Memfasilitasi perdagangan 

▪ Mendukung industri 

▪ Melindungi masyarakat 

Menjadi administrasi kepabeanan dan cukai 

dengan standar internasional 

Menjadi administrasi kepabeanan dan cukai 

terkemuka di dunia 

Pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup tinggi 

Ekspansi perdagangan internasional 

Semakin bertambahnya kerjasama ekonomi dengan negara lain 

Perkembangan ekonomi regional 

Perubahan urutan pernyataan misi mencerminkan perubahan fokus DJBC yang selama ini lebih 

dominan pada mandat pemungutan penerimaan negara menuju peran fasilitasi perdagangan dan 

industri 



Rencana cetak biru ASEAN Economic Community telah selaras dengan 

prioritas misi DJBC dalam memfasilitasi perdagangan dan industri 
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Tujuan 

Strategi 

Elemen Kerja 

Karakteristik 

ASEAN 
Economic 

Community 

Pasar Tunggal 
dan Basis 
Produksi 

Aliran Bebas 
Barang 

Fasilitasi 
Perdagangan 

Mengurangi 
Biaya 

Transaksi  

Integrasi 
Kepabeanan 

Memperlancar 
pengeluaran 
barang, dll 

etc. 

etc. 

etc. 

Fokus pembahasan pada bagian selanjutnya 

Sumber: ASEAN Economic Community Blueprint 



Waktu pengeluaran barang dari pelabuhan (dwelling time) untuk ekspor 

sangat kompetitif di ASEAN, sementara untuk impor perlu perbaikan 
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Sumber: Worldbank, http://www.doingbusiness.org/data 



Jika dianalisa lebih lanjut, kontribusi tertinggi dwelling time impor terdapat 

pada tahap Pre Customs Clearence (1/2) 
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Dwell Time in Major International Ports (Days) 

Arrival at Port Limit 

 

 

 

Docking- 

Unloading 

Berthing-Stacking in 

CY 

Customs Clearance Container Handling 

  Handover 

Gate-Out System Warehouse/ 

Bonded/ CFS/ 

Factory Storage 

Kedatangan Kapal di 

Perairan Pelabuhan, 

menunggu sandar di 

Dermaga 

Kapal sandar di 

Dermaga, menunggu 

proses bongkar 

barang 

Proses pembongkaran 

barang s/d penimbunan 

di CY (Container Yard) 

Proses penyelesaian 

kewajiban pabean 

(Customs Clearance) 

s/d Customs Aprroval 

(SPPB) 

Pengurusan barang/ 

container s/d 

pembayaran biaya 

penimbunan (SP2/ 

Tila) 

Pengeluaran barang 

(container) dari 

kawasan pelabuhan 

(TPS/ TO) 

Barang tiba di tempat 

Importir/ Pemilik 

barang (gudang/ 

pabrik/ KB/ GB) 

CUSTOMS 

Urutan Proses pengurusan dokumen dan fisik barang : 

Container Yard Docking Area Terminal Operator Gate Lini I Warehouse (Out of Lini I) 

Laut/ Perairan Pelabuhan Pelabuhan/ Kawasan Pabean/ TPS Luar 

Pelbhn/Lok.Imp 

Pre Customs 

Clearence 

Customs 

Clearence 

Post Customs 

Clearence 

58% 18% 25% 

Sumber: Worldbank, Import container Dwell Time Study and Recommendations, 2011 



Jika dianalisa lebih lanjut, kontribusi tertinggi dwelling time impor terdapat 

pada tahap Pre Customs Clearence (1/2) 
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Sumber: Worldbank, Import container Dwell Time Study and Recommendations, 2011 

Channels 
Pre-

clearance 

Customs 

Clearance 

Post-

Clearance 

Dwell 

Time  

No. of 

Container

s 

  Grand Total 58% 18% 25% 100% 100% 

  MITA Prioritas 4% 0% 13% 17% 20% 

  MITA Non 

Prioritas 
5% 0% 2% 7% 8% 

  Hijau 33% 0% 14% 47% 49% 

  Kuning 4% 3% 2% 9% 8% 

  Merah 11% 14% N/A 20% 16% 



Berbagai upaya untuk mengurangi dwelling time impor yang selama ini 

telah dilakukan akan dilanjutkan dengan piloting Kantor Modern 2.0 di 

Tanjung Priok dan koordinasi dengan stakeholder eksternal  
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Pre Clearance Clearance Post Clearance 

Cargo Link 

i-CaRe 

System 

GA System 

Percepatan 

Pelayanan 

GI/GO 

TPFT 

Percepatan 

Pemeriksaan 

Fisik 

KPPT 

Mengurangi 

Tekanan 

Beban 

Penumpukan 

NDPBM 

Senin ke 

Rabu 

    

 

1. Piloting Kantor Pelayanan Modern versi 2.0  pada  

KPUBC Tipe A Tanjung Priok 

Tujuan: Menurunkan dwelling time impor dari ~8 hari 

menjadi ~4.7 hari pada tahun 2014  

2. Koordinasi Stakeholders Eksternal 

Tujuan: Menginisiasi kerjasama yang efektif antar 

pemangku kepentingan (stakeholder) yang relevan 

melalui stakeholder lab guna menurunkan dwelling 

time impor sebanyak 40-50% di tahun 2014 
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Keberhasilan pilot Tanjung Priok akan memfasilitasi impor internasional 

dan menjadi contoh kasus perubahan yang menarik perhatian 

Tanjung Priok mengendalikan mayoritas kegiatan impor… 
… dan kinerjanya mendapat perhatian besar dari media dan 

juga publik 

– Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Perekonomian 

Kompas, Juli 4, 2013 

“Saya sangat, sangat kecewa dengan naiknya dwelling time Pelabuhan 

Tanjung Priok.  Dalam rapat koordinasi, saya khusus meminta itu 

diturunkan menjadi 4 hari selama 3 minggu. Kenyataannya malah 

sebaliknya sekarang” 

– Sofjan Wanandi, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), 

Jakarta Post, Juli 23, 2013 

“Lamanya dwelling time di pelabuhan (Tanjung Priok) menyebabkan 

tingginya biaya bisnis yang membebani pemain bisnis dan lebih lagi, 

dapat mengganggu kegiatan perdagangan internasional” 

1 Volume impor pada Jan – Apr 2013; Nilai impor pada Jan – Des 2012 

11% 

39% 

Volume 

61% 

21% 

18% 

Nilai 

50% 

100% =  

848,269 

100% =  

1,256 

Volume dan nilai impor1 

Kontainer, Triliun Rp 

Lain Tanjung Perak Tanjung Priok 

▪ Impor Indonesia 

terkonsentrasi di 

pelabuhan 

terbesarnya 

 

▪ Memberi peluang 

untuk bisa 

memfasilitasi 

mayoritas alur 

perdagangan 

melalui inisiatif di 

satu lokasi saja 

MENGAPA KANTOR PELAYANAN MODERN BEA CUKAI 2.0 

Priok 

mengendalikan 

impor;  

volume 61% dan 

nilai 50% 
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Waktu impor saat ini mencapai 23 hari berdasarkan World Bank, perlu 

bekerjasama dengan stakeholder lain untuk mengurangi waktu impor 

Persiapan dokumen 

Penanganan pelabuhan dan terminal 

Customs clearance & kontrol teknis 

Penanganan & transportasi darat 

Rincian total waktu impor1 

1 Data dan ketetapan dari Bank Dunia 

2 Perlu mempertimbangkan bahwa ukuran sampel yang digunakan relatif kecil, sehingga hanya digunakan sebagai indikator 

Hari, 2012 

3

7

Total 232 

Transportasi darat  

menuju gudang 
1 

Mengurus transportasi dan  

memuat barang ke truk 
1 

Pemeriksaan teknis/kesehatan  

oleh lembaga pemerintahan  

lainnya 

2 

Customs clearance   

di pelabuhan laut 
2 

Kapal berlabuh, bongkar, 

Pemindahan barang  

di pelabuhan 

PIB 1 

Perintah melepas kargo, pack- 

ing list, commercial invoice,  

insurance documentation 

1 

Bill of lading 

Letter of credit 

2 

Waktu menunggu kapal di luar 

pelabuhan sebelum masuk 
2 

Terminal mengurus  tanda  

terima 
1 

13

12

8

8

8

3

1 1

1 

Singapore 4 1 1 

Malaysia 8 2 2 

Thailand 13 2 2 1 

Philippines 14 2 3 1 

India 20 4 5 3 

Vietnam 21 4 4 1 

Indonesia 23 4 4 2 

MENGAPA PERLU KOORDINASI STAKEHOLDER EKSTERNAL 

Persiapan dokumen 

Customs clearance &  

kontrol teknis 

Penanganan pelabuhan & terminal 

Penanganan & transportasi darat 

▪ Target untuk 

mengurangi 

time to trade 8-

13 hari cukup 

layak 

berdasarkan 

benchmark 

▪ Bagaimanapun 

juga,  

implementasi 

membutuhkan 

kolaborasi 

yang baik 

dengan 

lembaga lain 

untuk mengu-

rangi waktu di 

luar customs 

clearance 
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MENGAPA PERLU KOORDINASI STAKEHOLDER EKSTERNAL 

Lebih dari 10 instansi/lembaga pemerintah terlibat dalam proses impor  

National Single Window (NSW) adalah langkah pertama 

menuju kolaborasi yang lebih erat, tetapi masih berpotensi 

untuk terus dikembangkan 

Proses impor melibatkan lebih dari 10  instansi pemerintah melalui 

penerbitan ijin / rekomendasi impor 
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MENGAPA PERLU KOORDINASI STAKEHOLDER EKSTERNAL 

Visual illustration: Before and After INSW Portal   

→ will be extended to ASW 
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MENGAPA PERLU KOORDINASI STAKEHOLDER EKSTERNAL 

Implementasi portal INSW memberikan berbagai kemudahan dan 

keunggulan kepada pihak-pihak yang terkait 
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MENGAPA PERLU KOORDINASI STAKEHOLDER EKSTERNAL 

Selain itu, ekspektasi publik tinggi terhadap peran DJBC dalam 

menurunkan dwelling time – perlu mengklarifikasi hal ini sekaligus secara 

proaktif menggerakkan kerja sama dengan instansi lain 

SUMBER: KPU Tanjung Priok; Pencarian media 

DJBC sebelumnya menekankan bahwa proses yang 

memakan waktu bukanlah tanggungjawabnya… 

“Hatta akan  meminta laporan dari semua 

pihak terkait, mulai dari DJBC, PT Pelindo II 

(Persero), Otoritas Pelabuhan, pengelola 

terminal JICT, dan Penimbunan Pabean  Koja 

serta pengguna jasa pelabuhan untuk 

merumuskan solusi secepatnya” 

Chatib secara khusus meminta Wamen 

Kemenkeu, Mahendra Siregar untuk 

berkantor di Tanjung Priok. “Untuk 

pelabuhan, saya sudah meminta Pak Mahendra 

untuk bertugas di Tanjung Priok 2 hari 

seminggu sehingga beliau bisa mengecek 

pelaksanaan pelayananan yang sudah sampai 

pukul 23.00.” 

Di tempat yang berbeda, Kadin Indonesia 

mendorong integrasi semua komponen di 

pelabuhan Tanjung Priok untuk mengurangi 

dwelling  time menjadi 3 hari 

…namun ekspektasi telah berubah, sehingga perlu 

untuk mempertimbangkan peran proaktif 

Laporan terdahulu menunjuk-

kan peran kecil DJBC dalam 

total dwelling time 
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Terima Kasih 


